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Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pengakuan terhadap keberadaan dan 
hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Kewenangan daerah untuk melakukan 
pengakuan terhadap masyarakat hukum adat mulai menguat seiiring dengan disentralisasi 
yang digulirkan pasca orde baru  melalui Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang 
Otonomi daerah. Semangat otonomi daerah tersebut sejalan dengan tuntutan dari 
masyarakat hukum adat di berbagai penjuru nusantara untuk menuntut pengakuan dari 
negara. Dalam suasana demikian, pemerintah merespon tuntutan masyarakat hukum adat 
dengan memberikan otoritas yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengakui 
keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. 
 




Local governments have a strategic role in recognizing the existence and traditional rights 
of indigenous peoples. Regional authority to recognize indigenous peoples began to 
strengthen along with the decentralization that was rolled out after the New Order 
through Law No. 22 of 1999 concerning regional autonomy. The spirit of regional 
autonomy is in line with the demands of indigenous peoples in various parts of the 
archipelago to demand recognition from the state. In such an atmosphere, the 
government responds to the demands of indigenous peoples by giving greater authority to 
local governments to recognize the existence and rights of indigenous peoples. 
 




Adalah sebuah fakta tak terbantahkan 
bahwa bangsa Indonesia memiliki 
keberagaman yang tinggi. Itu dapat dilihat 
dalam kelompok-kelompok masyarakat 
maupun kondisi geografis, dan bentang 
lingkungannya. Nagari di Sumatera Barat, 
Desa di Jawa dan Bali, Binua di 
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Kalimantan Barat, Lembang di Toraja 
hanyalah beberapa contoh realitas dari 
model atau pola yang merepentasikan 
keberagaman masyarakat dan lingkungan 
di Indonesia.1  
Dalam negara modern, konstitusi 
merupakan dokumen yang berisi 
perjanjian semua komponen yang berada 
dalam negara untuk mencapai tujuan 
bersama yang menggariskan cita-cita, 
hak-hak yang harus dipenuhi dan 
kewajiban negara dalam hal ini 
pemerintah untuk memenuhi hak-hak 
tersebut. Konstitusi hadir sebagai refleksi 
hubungan-hubungan sosial di dalam 
masyarakatnya. Oleh karena itu, konstitusi 
dapat pula disebut menumen, suatu 
dokumen antropologi karena 
mengekspresikan kosmologi suatu bangsa, 
menjewantahkan cita-cita, harapan, dan 
mimpi-mimpi tentang membangun 
bangsa.2 
Secara normatif, pengakuan dan 
perlindungan terhadap masyarakat hukum 
adat mengandung makna bahwa bahwa 
1 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, et. al., 
Naskah Akademik untuk Penyusunan Rancangan 
Undang-undang Tentang Pengakuan dan 
Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (Jakarta: 
AMAN, Epistema Institute, Pusaka, HuMA, Telapak, 
2011), hlm. 5. 
2  Herlambang Wiratman, et. al., Laporan 
Akhir Tim Pengkajian Konstitusi Tentang 
Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum 
Adat (Jakarta: BPHN KEMENKUMHAM, 2014), hlm. 
13. 
negara wajib menjamin, melindungi, dan 
memenuhi hak ekonomi, sosial, dan 
budaya sebagaimana dinyatakan dalam 
alinea ke IV Pembukaan Undang-undang 
Dasar Negara Republik Indonesia. 3  
Kewajiban negara ini adalah hak warga 
negara, yang merupakan inti dari hak dan 
kewajiban negara dan warga negara 
sebagaimana diteorikan dalam perjanjian 
sosial.4 
Perkembangan hukum nasional 
dimana-mana berlangsung berseiringan 
dengan perkembangan kekuasaan negara-
negara bangsa. Tak pelak lagi 
kenyataannya memang demikian, karena 
apa yang disebut hukum nasional itu pada 
hakekatnya adalah hukum yang kesahan 
pemebentukan dan pelaksanaannya 
bersumber dari kekuasaan dan 
kewibawaan negara. Tatkala kehidupan 
berkembang ke dalam skala-skala yang 
3 Dominikus Rato, Hukum Adat di Indonesia: 
Suatu Pengantar (Surabaya: Laksbang Justitia, 
2014), hlm.  96. 
4  Jean Jascques Rousseau menegaskan 
bahwa negara adalah sebuah produk pernjanjian 
sosial. Individu-individu dalam masyarakat sepakat 
menyerahkan sebagian hak, kebebasan dan 
kekuasaan yang dimilikinya kepada suatu 
kekuasan bersama. Kekuasaan bersama tersebut 
kemudian dinamakan kedaulatan rakyat, dengan 
menyerahkan hak-hak itu, individu-individu itu 
tidak kehilangan kebebasan atau kekuasaan. Jadi 
negara berdaulat karena adanya mandat dari 
rakyat. Dikutip dalam Ahmad Suhelmi, Pemikiran 
Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan 
Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan 
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 
191. 
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lebih luas dari lingkar-lingkar kehidupan 
komunitas lokal ke lingkar-lingkar besar 
yang bersifat translokal pada tataran 
kehidupan berbangsa yang diorganisasi 
sebagai suatu komunitas politik yang 
disebut negara bangsa yang modern, 
kebutuhan akan suatu sistem hukum yang 
satu dan pasti. 5  Maka gerakan unifikasi 
dan kodifikasi hukum terlihat marak disini, 
seolah menjadi bagian inheren dari proses 
nasionalisasi dan negaranisasi serta 
modernisasi yang amat mengesankan 
telah terjadinya pengingkaran apapun 
yang berbau lokal dan tradisional.6 
Di Indonesia secara historis unifikasi 
hukum sendiri sebenarnya baru seumur 
jagung, hanya saja perkembangan terkini 
lebih mengarah pada unifikasi sejalan 
dengan terbentuknya negara. Sementara 
pluralisme hukum sudah ada jauh 
sebelum terbentuknya negara, sehingga 
ketika datang budaya unifikasi, pluralisme 
hukum terancam keberadaannya. 
Keberadaan hukum-hukum lain yang 
sudah lama berada di Indonesia seperti 
5  Soetandyo Wignjosoebroto, Masalah 
Pluralisme dalam Pemikiran dan Kebijakan 
Perkembangan Hukum Nasional: Pengalaman 
Indonesia, Makalah disampaikan dalam Seminar 
Nasional Pluralisme Hukum: Perkembangan di 
Bebebrapa Negara, Sejarah Pemikiran di Indonesia 
dan Pergulatannya dalam Gerakan Pembaharuan 
Hukum (Jakarta: Universitas Al Azhar, 2006), hlm. 
1. 
6 Ibid. 
hukum adat yang berbeda-beda 
pemberlakuannya ikut terancam. 
Dalam catatan sejarah pengingkaran 
terhadap struktur sosial asli, hukum adat 
dan penghormatan terhadap kearifan lokal 
dengan politik hukum unifikasi tersebut 
telah mulai dilakukan sejak rezim orde 
lama, hal tersebut dapat terlihat dalam 
ketentuan Undang-undang No. 18 Tahun 
1965 tentang Pemerintahan Daerah dan 
Undang-undang No. 19 Tahun 1965 
tentang Desa Swapraja. Dalam Undang-
undang Swapraja masyarakat adat 
dimasukkan dalam wilayah swapraja. 
Undang-undang Swapraja tidak bertujuan 
untuk membentuk desa Swapraja baru, 
hanya memberikan pengesahan dan 
pengakuan kepada desa-desa Swapraja 
yang sudah lama ada. 
Pada masa pemerintahan Orde Baru, 
Presiden Soeharto membatasi fakta-fakta 
multi kultural desa-desa di Indonesia. 
Undang-undang No. 5 Tahun 1974 
tentang Pemerintahan Daerah dan 
Undang-undang No. 5 Tahun 1979 
tentang Desa sangatlah sentralistik, 
semata hanya bertujuan untuk melakukan 
unifikasi sembari mengabaikan fakta-fakta 
multi kultural dalam organisasi desa. 
Konsekuensinya desa berada dalam posisi 
marjinal dan terdiskriminasi oleh kekuatan 
hegemoni pusat. Dikarenakan kebijakan 
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tersebut desa hanya dianggap sebagai 
wilayah administrasi semata, tanpa ada 
pengakuan terhadap struktur sosial asli, 
peranan hukum adat dan penghormatan 
terhadap kearifan lokal.7 
Penetapan hukum negara (hukum 
positif) sebagai satu-satunya hukum yang 
mengatur kehidupan masyarakat 
kemudian dkritik oleh para pengikut 
mazhab sejarah yang meyakini bahwa 
setiap masyarakat memiliki ciri khas 
masing-masing tergantung pada riwayat 
hidup dan berkembang mengatur 
kepentingan mereka.8 
Von Savigny menegaskan ajarannya, 
bahwa hukum itu tidak dibuat, tetapi 
tumbuh dan berkembang bersama 
masyarakat. Pandangan ini bertitik tolak 
bahwa di dunia terdapat banyak bangsa, 
dan tiap-tiap bangsa memiliki suatu 
“volkgeist” jiwa bangsa. Jiwa ini berbeda, 
baik menurut waktu maupun tempat, 
pencerminannya Nampak pada 
kebudayaan masing-masing yang 
berbeda-beda, hukum yang bersumber 
dari jiwa bangsa ini, oleh karena hukum 
itu berbeda pada setaip waktu dan 
7  Mirzha Satria Buana dan H. Wahyuni, 
Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Pisang 
Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak 
Masyarakat Adat di Kabupaten Pulau Pisang 
(Banjarmasin: LPPM Universitas Lambung 
Mangkurat, 2016), hlm. 41. 
8 Ibid. 
tempatnya, tidaklah masuk akal terdapat 
hukum yang universal dan abadi.9 
Mazhab sejarah yang kemudian 
menjadi sangat lekat dengan Savigny, 
tidak menjadikan hukum sebagai sesuatu 
yang statis atau bahkan ketinggalan 
zaman. Hukum senantiasa dinamis, bagi 
mazhab sejarah, hukum terbentuk lewat 
mekanisme yang bersifat dari bawah 
keatas (bottom up) bukan dari atas ke 
bawah (top dwon).10 
Pengakuan bersyarat yang selama ini 
diterapkan oleh pemerintah, sebagaimana 
dicantumkan dalam UUD 1945, 11  hal ini 
sangat merugikan eksistensi masyarakat 
hukum adat. Hal ini disebabkan oleh 
bentuk pengakuan terbatas yang 
persyaratan pengakuan tersebut 
diserahkan kepada politik hukum12 negara 
9  Theo Huijibers, Filasafat Hukum Dalam 
Lintasan Sejarah (Yogyakarta: Kanisius, 1982), 
hlm. 118. 
10  Universitas Padjadjaran, Khazanah: 
Friedrich Karl Von Savigny, Jurnal Ilmu Hukum 
Padjadjaran, Vol. 2, No. 1, (2015), hlm. 198. 
11 Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, berbunyi: 
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai 
dengan perkembangan masyarakat dan perdaban, 
dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-
undang”. 
12 Politik Hukum merupakan kebijakan dasar 
yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum 
yang akan dibentuk. Definisi ini kemudian 
dikembangkan lebih lanjut dengan menyebutkan 
bahwa politik hukum adalah kebijakan negara 
tentang apa yang dijadikan kriteria untuk 
menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebiajakan 
tersebut berkaitan dengan pembentukan hukum, 
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dalam mengakui dan melindungi hak-hak 
masyarakat adat. Dengan demikian, dapat 
dikatakan bahwa telah terjadi penundukan 
hukum adat terhadap hukum negara, 
yang oleh Griffiths disebut sebagai 
pluralisme hukum lemah, yaitu 
pemberlakuan hukum adat hanya dapat 
dimungkinkan dengan pengakuan dari 
hukum negara terlebih dahulu.13 
Berdasarkan latar belakang masalah 
yang telah diuraikan tersebut diatas, maka 
rumusan yang akan dibahas dalam 
penelitian ini adalah bagaimana peran 
strategis Pemerintah Daerah dalam 




Penelitian ini merupakan jenis 
penelitian hukum normatif, 14  yaitu 
merupakan penelitian hukum yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan 
kepustakaan atau data sekunder. 
Penelitian ini terutama difokuskan 
penelitian atas bahan-bahan berupa 
penerapan hukum, dan penegakannya sendiri. 
Dikutip dalam Padmo Wahjono, Indonesia 
Berdasarkan Atas Hukum (Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 1983), hlm. 99. 
13 Bernard Steny, Pluralisme Hukum: Antara 
Perda Pengakuan Masyarakat Adat dan Otonomi 
Hukum Lokal, Jurnal Pembaharuan Desa dan 
Agraria, Vol. 3, No. 3, (2006), hlm. 84-85. 
14  Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum 
Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2009), hlm. 12-15. 
peraturan perundang-undangan maupun 
dokumen resmi seperti putusan 
pengadilan 15  yang berkaitan dengan 
pengakuan dan perlindungan masyarakat 
hukum adat. Penelitian ini disajikan dalam 
bentuk deskriptif analisis. Pengumpulan 
bahan hukum dilaukan dengan studi 
kepustakaan terhadap bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder seperti 
peraturan perundang-undangan dan 
buku-buku literatur terkait.  
 
PEMBAHASAN 
Masyarakat Hukum Adat di Indonesia 
Konsep masyarakat hukum adat untuk 
pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius 
van Vollenhoven 16  dengan mengutip 
pendapat Cornelius van Vollenhoven 
dalam orasi ilmiahnya tanggal 2 Oktober 
1901, Soepomo berpandangan untuk 
mengetahui hukum, maka adalah 
terutama diselidiki buat waktu apabilapun 
15  Kenneth D. Bailey, Methods of Social 
Research: Second Edition (New York: The Free 
Press-Devision of MacMilan Publishing Co. Inc, 
1982), hlm. 62-63. 
16  Cornelius van Vollenhoven adalah Guru 
Besar Universitas Leiden Belanda, kebanyakan 
masa hidupnya difokuskan untuk mempelajari 
hukum adat Indonesia dan kemudian 
mengkampanyekan pelestaraiannya. Tulisan-
tulisannya umumnya berkaitan dengan hukum 
adat, seperti Het Ontdekking van Adatrecht, 
Orientatie in het Adatrecht van Nederlandsch Indie 
(1913). Mahakaryanya adalah kumpulan tulisan 
yang berjilid-jilid Het Adatrecht van Nederlandsch 
Indie yang berisi kajian dan kumpulan hukum adat 
dari 19 lingkungan adat di Indonesia yang berbeda 
dari tradisi adat kaum pendatang. 
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dan didaerah manapun juga, sifat dan 
susunan badan-badan hukum, dimana 
orang-orang dikuasi hukum itu, hidup 
sehari-hari.17  
Ter Haar, menulis bahwa diseluruh 
kepulauan Indonesia pada tingkat rakyat 
jelata, terdapat pergaulan hidup di dalam 
golongan-golongan yang bertingkah laku 
sebagai kesatuan terhadap dunia luar, 
lahir dan batin. Golongan-golongan itu 
mempunyai tata susunan yang tetap dan 
kekal, dan orang-orang segolongan itu 
masing-masing mengalami kehidupannya 
dalam golongan itu sebagai hal yang 
sewajarnya, hal menurut kodrat alam. 
Tidak ada seorang pun dari mereka yang 
mempunyai pikiran akan memungkinkan 
pembubabaran golongan tersebut. 
Golongan manusia tersebut mempunyai 
pula pengurus sendiri dan mempunyai 
harta benda, milik keduniaan dan ghaib. 
Golongan-golongan demikian yang 
bersifat persekutuan hukum.18 
Dari definisi yang dikemukakan Ter 
Haar tersebut diatas, maka persekutuan 
hukum (Masyarakat Hukum Adat) memiliki 
unsur-unsur:19 
17 Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat 
(Jakarta: Pradnya Paramitha, 1977) hlm. 49. 
18  Ter Haar, Bzn, Azas-azas dan Susunan 
Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Pramitha, 1960), 
hlm. 13. Dikutip dalam Dominikus Rato, Hukum 
Adat di Indonesia: Suatu Pengantar, (Surabaya: 
Laksbang Justitia Surabaya, hlm. 85. 
19 ibid 
a. Ada kesatuan manusia yang teratur; 
b. Menetap di suatu daerah tertentu; 
c. Mempunyai penguasa-penguasa; dan 
d. Mempunyai kekayaan yang berwujud 
ataupun tidak berwujud, dimana para 
anggota kesatuan masing-masing 
mengalami kehidupan dalam 
masyarakat sebagai hal yang wajar 
menurut kodrat alam; dan 
e. Tidak seorangpun diantara para 
anggota itu mempunyai pikiran atau 
kecenderungan untuk membubarkan 
ikatan yang telah tumbuh itu atau 
meninggalkannya dalam arti 
melepaskan diri dari ikatan itu untuk 
selama-lamanya. 
 
Selain dari pandangan diatas, 
konsepsi tentang masyarakat hukum adat 
juga dapat ditemui dari pendapat Hazairin, 
yang mmberikan uraian relatif lebih 
panjang mengenai masyarakat hukum 
adat. Hazairin berpendapat bahwa 
Masyarakat hukum adat adalah kesatuan-
kesatuan masyarakat yang mempunyai 
kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup 
berdiri sendiri dan mempunyai kesatuan 
hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan 
lingkungan hidup berdasarkan hak 
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bersama atas tanah dan air bagi semua 
anggotanya.20 
Masyarakat hukum adat adalah istilah 
umum yang dipakai di Indonesia kepada 
masyarakat asli yang ada di dalam negara 
Indonesia. Dalam teori hukum dan 
peraturan perundang-undangan secara 
formil masyarakat adat disebut dengan 
masyarakat hukum adat. Istilah 
masyarakat hukum adat sebaiknya 
dipahami sebagai padanan dari “Adat 
Rechtsgemeenschap”. “Adat 
Rechtsgemeenschap” itu diterjemahkan 
menjadi “masyarakat hukum” dan “Adat”, 
bukan “Masyarakat” dan “Hukum Adat”.21 
Masyarakat hukum adat adalah 
kelompok masyarakat yang teratur, 
bertingkah laku sebagai kesatuan, 
menetap disuatu daerah tertentu, 
mempunyai penguasa-penguasa, memiliki 
hukum adat masing-masing dan 
mempunyai kekayaan sendiri baik berupa 
benda yang berwujud ataupun tidak 
berwujud serta menguasai sumber daya 
alam dalam jangkuannya. 22  Masyarakat 
20  Rikardo Simarmata, Pengakuan Hukum 
terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, (Jakarta: 
UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006), hlm. 23. 
21 Noer Fauzi dan mia Siscawati, Masyarakat 
Hukum Adat, Adalah Penyandang Hak, Subyek 
Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya: Memahami 
Secara Konseptual Putusan Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia atas Perkara Nomor 35/PUU-
X/2012 (Yogyakarta: INSISTPress, 2014), hlm. 6 
22 Taqwaddin, Penguasaan atas Pengelolaan 
Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat Mukmin 
hukum adat juga diartikan sebagai 
kelompok orang yang terikat oleh tatanan 
hukum adatnya sebagai warga bersama 
suatu persekutuan karena kesamaan 
daerah tempat tinggal ataupun dasar 
keturunan. 
Pengertian mengenai masyarakat 
hukum adat sejatinya tidak merujuk pada 
definisi secara tertutup tetapi lebih kepada 
kriteria. Dalam teorinya suatu masyarakat 
hukum adat diberikan kesempatan dan 
kemandirian untuk mengidentifikasi 
dirinya sendiri (Self Identification) untuk 
dapat diakui sebagai kesatuan masyarakat 
hukum adat. 
Menurut dasar susunan para anggota 
masyarakat hukum adat terikat oleh faktor 
yang bersifat genealogi, territorial, dan 
gabungan antara genealogi-territorial.23  
a. Genealogi 
Yaitu masyarakat hukum adat yang 
susunannya didasarkan pada atas 
pertalian keturunan atas azas 
kedarahan. Mereka ini merasa bersatu 
atas suatu keyakinan bahwa mereka ini 
bersumber dari suatu ikatan menurut 
garis leluhur kewangsaan. 
di Provinsi Aceh (Sumatera Utara: Disertasi Doktor 
Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010), 
hlm. 3.         
23 Dominikus Rato, op. cit., hlm. 88-90 
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Berdasarkan atas pertalian keturunan 
dapat dikategorikan lagi menjadi 3 
kategori yaitu: 
- Patrilineal 
Yaitu seseorang menjadi anggota 
masyrakat hukum adat karena ia 
menjadi atau menganggap dirinya 
sebagai keturunan dari nenek 
moyang laki-laki atau tunggal ayah 
yaitu seorang bapak asal yang 
menurunkan anak cucu laki-laki dan 
perempuan selama perempuan itu 
tidak keluar dari kerabatnya. 
- Matrilineal 
Yaitu seseorang menjadi anggota 
masyrakat hukum adat karena ia 
menjadi atau menganggap dirinya 
sebagai keturunan dari nenek 
moyang perempuan atau tunggal ibu 
yaitu ibu asal yang menurunkan 
anak cucu yang perempuan selama 
anak perempuan itu tidak 
meninggalkan kerabatnya dan 
pindak ke kerabat suaminya. 
- Parental 
Yaitu seseorang menjadi anggota 
masyrakat hukum adat yang 
bersangkutan karena ia berasal dari 
bapak-ibu yang sama atau tunggal 
nenek moyang baik dari pihak bapak 
asal maupun isu asal. 
 
b. Territorial 
Yaitu masyarakat hukum adat yang 
susunannya didasarkan pada pertalian 
kedaerahan. Mereka merasa bersatu 
atas suatu keyakinan bahwa mereka 
terikat oleh atau berasal dari daerah 
yang sama. Disini berlaku azas 
territorialitas atau azas kewilayahan. 
Ikatan emosional dengan tanah 
menjadi azas yang sangat kuat dan 
menentukan. 
c. Genealogi-Territorial 
Dalam masyarakat hukum adat yang 
didasarkan pada faktor keturunan dan 
wilayah, keanggotaannya harus 
memenuhi dua syarat, yaitu termasuk 
dalam suatu kesatuan genealogi dan ia 
harus bertempat tinggal di dalam 
daerah persekutuan hukum. 
 
 Dari sudut bentuknya, maka 
masyarakat hukum adat tersebut ada 
yang berdiri sendiri, menjadi bagian dari 
masyarakat hukum adat yang lebih tinggi 
atau mencakup beberapa masyarakat 
hukum adat yang lebih rendah, serta 
merupakan perserikatan dari beberapa 
masyarakat hukum adat yang sederajat. 
Masing-masing bentuk bentuk masyarakat 
hukum adat tersebut, dapat dinamakan 
sebagai masyarakat hukum adat yang 
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tunggal, bertingkat, dan berangkai. 24  
Secara teori, maka mungkin terjadi 
kombinasi-kombinasi, sebagai berikut:25 





2. Masyarakat hukum adat territorial 
yang: 
a. Tunggal.  
b. Bertingkat.  
c. Berangkai.  
3. Masyarakat hukum adat genealogis-
teritorial (atau sebaliknya; hal itu 
tergantung dari faktor mana yang lebih 





Sebagai persekutuan hukum, 
masyarakat hukum adat memiliki corak 
kehiduan bersama, yang oleh Soepomo 
corak-corak tersebut pada pokoknya 
dijelaskannya sebagai berikut:26 
1. Keagamaan 
Keagamaan bersifat kesatuan batin, 
orang segolongan merasa satu dengan 
24  Soerjono Soekanto, Hukum Adat 
Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1981), 
hlm. 95. 
25 Ibid, hlm. 96. 
26 Soepomo, op. cit., 71-73. 
golongan seluruhnya dan tugas 
persekutuan adalah memelihara 
keseimbangan lahir dan batin antara 
golongan dan lingkungan alam 
hidupnya. 
2. Kemasyarakatan 
Hidup bersama di dalam masyarakat 
tradisional Indonesia bercorak 
kemasyarakatan, bercorak komunal. 
Manusia di dalam hukum adat adalah 
orang yang terikat kepada masyarakat. 
Ia buka seorang (individu) yang pada 
azasnya bebas dalam segala laku 
perbuatan asal tidak melanggar batas-
batas hukum yang telah ditetapkan. 
Seorang manusia menurut faham 
tradisional hukum adat adalah terutama 
warga golongan, teman semasyarakat 
dan tiap-tiap individu warga itu 
mempunyai hak dan kewajiban-
kewajiban menurut kedudukannya di 
dalam golongan, atau persekutuan 
yang bersangkutan.  
3. Kewibawaan 
Kewibawaan kepala rakyat di dalam 
persekutuan adalah berdasar pertama 
atas peristiwa, bahwa di dalam 
persekutuan-persekutuan yang bersifat 
genealogi dan territorial ia adalah 
anggota yang tertua dari famili yang 
tertua atau yang berkuasa di dalam 
daerah persekutuan, dan di dalam 
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persekutuan-persekutuan yang hanya 
bersifat territorial belaka, kepala rakyat 
di desa-desa dimana tradisi masih 
besar pengaruhnya, kepala rakyat 
biasanya dipilih dari keturunan 
pembuka desa. 
4. Pengangkatan kepala rakyat 
Apabila ada lowongan jabatan kepala, 
maka diseluruh daerah Indonesia dapat 
dikatakan bahwa menurut hukum adat 
tradisional, pengganti kepala diangkat 
(diakui atau dipilih) atas dasar hukum 
waris dengan pilihan di dalam 
permusyawaratan di rapat desa. 
Permusyawaratan dilakukan atas dasar 
sekato (suara bulat) antara para warga 
desa yang berhak ikut serta dalam 
rapat (kumpulan) desa (di jawa dan 
bali) atau antara, seluruh kepala rakyat 
dari persekutuan. 
 
Sebagaimana yang telah dikemukakan 
sebelumnya, bahwa dalam Masyarakat 
Hukum Adat terdapat seperangkat aturan 
yang mengatur perilaku dan tatacara 
berhubungan dengan sesama anggota 
masyarakat dan lingkungan dimana 
mereka berada. Hukum adat itu sendiri 
mencakup dua unsur utama, yaitu unsur 
idil dan riil. Unsur idil terdiri dari rasa 
susila, rasa keadilan, dan rasio manusia. 
Sedangkan unsur riil mencakup aspek-
aspek yang terikat pada manusia, 
lingkungan alam, dan kebudayaannya.27 
Hukum adat adalah keseluruhan 
tingkah laku positif yang di satu pihak 
mempunyai sanksi dan dipihak lain dalam 
keadaaan tidak dikodifikasi. Singkatnya, 
hukum adat adalah adat kebiasaan yang 
mempunyai akibat hukum. Hukum adat 
termasuk hukum kebiasaan, sementara 
suatu kebiasaan dapat menjadi hukum 
kebiasaan apabila memenuhi syarat, 
yaitu:28 
1. Syarat materil 
Adanya kebiasaan atau tingkah laku 
yang tetap atau diulang, yaitu suatu 
rangkaian perbuatan yang sama, yang 
berlangsung untuk beberapa waktu 
lamanya. Harus dapat ditunjukkan 
adanya perbuatan yang berlangsung 
lama, harus ada apa yang dinamakan 
longaet inveterate consuetudo. 
2. Syarat intelektual 
Kebiasaan itu harus menimbulkan opini 
keyakinan umum bahwa perbuatan itu 
merupakan kewajiban hukum. 
Keyakinan ini tidak hanya merupakan 
keyakinan bahwa selalu ajeg berlaku 
demikian, tetapi keyakinan bahwa 
memang seharusnya demikian. 
27  Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum 
Indonesia (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 141. 
28 Sudikno Mertokusomo, Mengenal Hukum: 
Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 
87-88. 
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Kebiasaan itu harus dilakukan bahwa 
dengan melakukan itu berkeyakinan 
melakukan suatu kewajiban hukum. 
3. Adanya akibat hukum apabila kebiasan 
itu dilanggar 
 
Peran Strategis Pemerintah Daerah 
Pengakuan (erkenning) secara 
terminologi berarti proses, cara, 
perbuatan mengakui, sedangkan 
mengakui berarti menyatakan berhak. 
Pengakuan dalam konteks keberadaan 
suatu negara/pemerintahan yang secara 
nyata menjalankan kekuasaan efektif pada 
suatu wilayah yang disebut dengan 
pengakuan de facto, selain pengakuan 
secara hukum de jure yang diikuti dengan 
tindakan-tindakan hukum tertentu seperti 
pertukaran diplomatik dan pembuatan 
perjanjian-perjanjian kedua negara.29 
Terdapat 2 (dua) tindakan dalam 
suatu pengakuan yakni tindakan politik 
dan tindakan hukum. 30  Tindakan politik 
mengakui suatu negara, berarti negara 
mengakui berkehendak untuk 
mengadakan hubungan-hubungan politik 
dan hubungan-hubungan lain dengan 
masyarakat yang diakui. Sedangkan 
29  Husen Alting, Penguasaan Tanah 
Masyarakat Hukum Adat: Suatu Kajian Terhadap 
Masyarakat Hukum Adat Ternate, Jurnal Dinamika 
Hukum, Vol. 11, No. 1, (2011), hlm. 89. 
30 Hans Kelsen, General Theory of Law and 
State (Jakarta: Rimdi Press, 1973), hlm. 222. 
tindakan hukum adalah prosedur yang 
dikemukakan untuk menetapkan fakta 
negara dalam suatu kasus konkrit.31 
Pengakuan keberadaan masyarakat 
hukum adat sebagai bagian dari Negara 
Indonesia, telah tercantum dalam 
berbagai peraturan perundang-undangan. 
Pengakuan-pengakuan terlihat dengan 
terdapatnya frase-frase yang 
menyebutkan “masyarakat hukum  adat” 
dalam peraturan perundang-undangan 
terkait, beserta bentuk keterlibatanya. 
Kendati demikian, terdapat dua hal yang 
perlu dicatat, yakni: pertama pengakuan 
tersebut masih bersifat parsial atau 
sektoral, artinya pengakuan tersebut 
hanya terbatas pada sektor tertentu saja 
tergantung aspek yang diatur oleh 
peraturan perundang-undangan terkait. 
Kedua pengakuan yang termaktub dalam 
peraturan perundang-undangan tersebut 
masih bersifat abstrak dan universal, 
artinya untuk mendapatkan pengakuan 
yang bersifat konkrit-individual masih 
perlu ditetapkan oleh norma yang lebih 
spesifik. 
Daerah menjadi arena strategis dalam 
pengakuan terhadap keberadaan dan hak-
hak tradisional masyarakat hukum adat. 
Kewenangan daerah untuk melakukan 
pengakuan terhadap masyarakat hukum 
31 Ibid. 
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adat mulai menguat seiiring dengan 
disentralisasi yang digulirkan pasca orde 
baru  melalui Undang-undang No. 22 
Tahun 1999 tentang Otonomi daerah. 32  
Semangat otonomi daerah tersebut 
sejalan dengan tuntutan dari masyarakat 
hukum adat di berbagai penjuru 
nusantara untuk menuntut pengakuan 
dari negara. Dalam suasana demikian, 
pemerintah merespon tuntutan 
masyarakat hukum adat dengan 
memberikan otoritas yang lebih besar 
kepada pemerintah daerah untuk 
mengakui keberadaan dan hak-hak 
masyarakat hukum adat. 
Hal tersebut dimulai dengan 
dikeluarkannya Peraturan Menteri 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang 
Pedoman Penyelesaian Masalah Hak 
Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Permen 
tersebut memberikan kewenangan kepada 
pemerintah daerah untuk membuat 
peraturan daerah menetapkan keberadaan 
hak ulayat masyarakat hukum adat. Hal 
tersebut kemudian diikuti oleh Undang-
undang No. 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan, Undang-undang No. 18 Tahun 
2004 tentang perkebunan yang diganti 
32  Yance Arizona, et. al., Kepemimpinan 
Presiden Joko Widodo Menjadi Kunci Percepatan 
Pelaksanaan & Perubahan Fundamental: Refleksi 
Dua Tahun Putusan MK 35/PUU-X/2012 (Jakarta: 
AMAN & Epistema Institute, 2015), hlm. 30. 
dengan Undang-undang No. 39 Tahun 
2014. 
Pada tahun 2013, Mahkamah 
Konstitusi mengabulkan permohonan 
pengujian Undang-undang Kehutanan 
yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat 
Adat Nusantara (AMAN) bersama dengan 
dua komunitas masyarakat hukum adat 
dari Kenegerian Kuntu Provinsi Riau dan 
Kesepuhan Cisitu di Provinsi Banten. 
Putusan dengan Nomor Putusan MK 
35/PUU-X/2012 tentang pengujian 
Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan itu kemudian dikenal 
dengan Putusan MK 35. 
Putusan MK 35 tersebut mengakui 
masyarakat hukum adat sebagai 
penyandang hak dan subyek hukum atas 
wilayah adatnya, termasuk hak atas hutan 
yang sebelumnya diklaim negara sebagai 
hutan negara. Selain itu putusan MK 35 
kembali menegaskan bahwa pengakuan 
hukum atas keberadaan masyarakat 
hukum adat kepada pemerintah daerah, 
baik melalui peraturan daerah maupun 
produk hukum lainnya. Pendelegasian 
kewenangan ini dipandang masih relevan 
sepanjang belum adanya Undang-undang 
yang secara khusus “lex Speasialis” 
mengakui dan melindung keberadaan 
masyarakat hukum adat dan hak-haknya. 
Pada bagian akhir pertimbangan 
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hukumnya Putusan MK 35 tersebut 
disebutkan: 
“Undang-undang yang diperintahkan 
Pasal 18B ayat (2) UUd 1945 hingga 
saat ini belum terbentuk. Oleh karena 
kebutuhan yang mendesak, banyak 
Peraturan Perundang-undangan yang 
lahir sebelum Undang-undang yang 
maksud terbentuk. Hal tersebut dapat 
dipahami dalam rangka mengisi 
kekosongan hukum guna menjamin 
kepastian hukum. Dengan demikian, 
pengaturan yang ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah dan Peraturan 
Daerah dapat dibenarkan sepanjang 
peraturan tersebut menjamin 
kepastian hukum yang berkeadilan.” 
 
Setahun setelah Putusan MK 35, terbit 
Undang-undang No. 6 Tahun 2014 
tentang Desa, yang memperkenalkan 
nomenklatur desa adat. Desa adat 
merupakan kesatuan masyarakat hukum 
adat yang diberikan otonomi dan 
kewenangan untuk mengurusi 
administrasi pemerintahan di tingkat desa. 
Pada tahun yang sama, terbit juga 
Undang-undang No. 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, yang 
memperjelas kewenangan pemerintah dan 
pemerintah daerah berkaitan dengan 
pengakuan hak masyarakat hukum adat. 
Undang-undang No. 39 Tahun 2014 
tentang perkebunan juga memuat 
ketentuan mengenai pengecualian tindak 
pidana kepada masyarakat hukum adat 
dan larangan penggunaan tanah ulayat 
bagi usaha perkebunan tanpa persetujuan 
dari masyarakat huku adat. 
Pada tataran opersional terdapat 
beberapa Peraturan Menteri, salah 
satunya Pertauran Menteri dalam Negeri 
No. 52 Tahun 2014 tentang pedoman 
Pengakuan dan perlindungan Masyarakat 
Hukum Adat. Permendagri ini 
menghendaki Pemerintah daerah untuk 
melakukan inventarisasi terhadap 
keberadaan masyarakat hukum adat di 
masing-masing daerahnya. Permendagri 
ini telah menjadi salah satu instrumen 
rujukan bagi pemerintah daerah dalam 
mengakui masyarakat hukum adat bersifat 




Pengakuan keberadaan masyarakat 
hukum adat sebagai bagian dari Negara 
Indonesia, telah tercantum dalam 
berbagai peraturan perundang-undangan. 
Pengakuan-pengakuan terlihat dengan 
terdapatnya frase-frase yang 
menyebutkan “masyarakat hukum  adat” 
dalam peraturan perundang-undangan 
terkait, beserta bentuk keterlibatanya. 
Kendati demikian, terdapat dua hal yang 
perlu dicatat, yakni: pertama pengakuan 
tersebut masih bersifat parsial atau 
sektoral, artinya pengakuan tersebut 
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hanya terbatas pada sektor tertentu saja 
tergantung aspek yang diatur oleh 
peraturan perundang-undangan terkait. 
Kedua pengakuan yang termaktub dalam 
peraturan perundang-undangan tersebut 
masih bersifat abstrak dan universal, 
artinya untuk mendapatkan pengakuan 
yang bersifat konkrit-individual masih 
perlu ditetapkan oleh norma yang lebih 
spesifik. 
Daerah menjadi arena strategis dalam 
pengakuan terhadap keberadaan dan hak-
hak tradisional masyarakat hukum adat. 
Kewenangan daerah untuk melakukan 
pengakuan terhadap masyarakat hukum 
adat mulai menguat seiiring dengan 
disentralisasi yang digulirkan pasca orde 
baru  melalui Undang-undang No. 22 
Tahun 1999 tentang Otonomi daerah. 
Kewenangan pemerintah daerah tersebut 
merupakan salah satu ciri yang 
menunjukkan bahwa pemerintah daerah 
tersebut adalah satuan pemerintah 
otonom, yang berhak mengatur dan 




Untuk menjamin kepastian hukum 
yang berkeadilan, pemerintah daerah 
menyusun kebijakan hukum daerah 
mengakui keberadaan dan hak-hak 
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